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ABSTRAK

Perjanjian pengikatan jual beli sebenarnya tidak ada perbedaan dengan perjanjian pada umunya. Hanya
saja perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka dari Buku III
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak
melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian pengikatan jual beli lahir
sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang
berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli
hak atas tanah. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang-undangan yang ada dan ada pula
yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Persyaratan yang
timbul dari undang-undang misalnya jual beli harus telah lunas baru Akta Jual Beli dapat di tandatangani

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif.
Yuridis normatif, adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan
fungsional dalam system kehidupan yang mempola Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini, adalah
pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan
yang ada, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang
bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan.

Kesimpulan dalam PPJB lunas juga dicantumkan kuasa dari penjual kepada pembeli untuk menandatangani
Akta Jual Beli, sehingga penandatanganan Akta Jual Beli tidak memerlukan kehadiran penjual. Perjanjian
Pengikatan Jual Beli lunas umum dilakukan untuk transaksi atas objek jual beli yang berada diluar wilayah kerja
notaris atau PPAT yang bersangkutan. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli lunas bisa dibuatkan Akta Jual Beli di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di tempat lokasi objek berada. PPIB tidak lunas, dibuat apabila
pembayaran harga jual beli belum lunas diterima oleh penjual. Di dalam pasal-pasal PIB tidak lunas sekurang-
kurangnya dicantumkan jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta P]B, cara atau
termin pembayaran, kapan pelunasan dan sanksi-sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak wanprestasi.
PJB tidak lunas juga harus ditindaklanjuti dengan AJB pada saat pelunasan.

Kata kunci : perjanjian pengikatan jual beli, akta jual beli,perjanjian jual beli lunas dan tidak lunas,

ABSTRACT

The sale and purchase binding agreement is actually no different from the agreement in general. It's just
that the binding agreement of sale and sale is an agreement that was born due to the open nature of Book III of
the Civil Code (KUHPer), which gives the widest possible freedom to legal subjects to enter into agreements that
contain anything and anything, provided that does not violate the laws and regulations, public order and morals.
The contract of sale and purchase bindings was born as a result of the delay or the existence of several
requirements determined by the law relating to the sale and purchase of land rights which ultimately rather
hamper the settlement of transactions in the sale and purchase of land rights. There are requirements that are
born from the existing legislation and some are arising as an agreement the parties who will conduct a sale of
land rights. Requirements arising from the law such as sale and purchase must have been paid off new Deed of
Sale and Purchase can be signed

The approach method used in this research is primarily the normative juridical approach. Normative juridical,
is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in life system that pattern juridical
approach in this research, is approach in terms of legislation and legal norms in accordance with existing
problems, normative juridical approach done by examining and interpreting theoretical matters concerning the
relevant principles, concepts, doctrines and legal norms.

The conclusion in the PPIB paid off also included the authorized power of the seller to the buyer to sign the
Sale and Purchase Deed, so the signing of the Deed of Sale and Sale does not require the presence of the seller.
The Sale and Purchase Agreement is fully paid for transactions on objects of sale and purchase which are outside
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the notary work area or the respective PPAT. Based on the Sale and Purchase Agreement, the Deed of Sale and
Purchase Deed can be made in the presence of the Land Deed Officer at the place where the object is located.
PPIB is not paid off, made if payment of purchase price has not been paid by seller. In the articles of the PIB are
not paid at least the amount of the advance payment paid at the signing of the Deed of PJB, the manner or term
of payment, when the repayment and sanctions are agreed upon if one of the parties is defaulted. PJB is not paid
off should also be followed up with AJB at the time of repayment.

Keywords: sale and purchase binding agreement, deed of sale and purchase, sale and purchase agreement is

paid off and not paid off

PENDAHULUAN
Seiring dengan berkembangnya dinamika
kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan

interaksi antar individu semakin luas, terutama dalam
hubungan yang bersifat ekonomi dan bernilai
komersial, di antaranya adalah yang menyangkut
perikatan atau perjanjian. Ada beberapa pihak yang
saling berhubungan, satu sama Ilain, saling
mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Terdapat
kondisi dalam interaksi sosial dan komersial, yang
menyangkut benda tidak bergerak, seperti tanah dan
bangunan beserta turunannya. Dalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB), biasanya diawali dengan
perjanjian terlebih dahulu. Sebelum diadakan jual beli
atau pengikatan, terlebih dahulu, dibuatkan suatu
perjanjian, untuk menentukan kondisi-kondisi yang
perlu disepakati, pada umumnya adalah peristiwa
jual beli.

Jual beli atau pengikatan jual beli yang
sebagaimana tersebut di atas, lazimnya disebut
Perjanjian Pengikatan, pengertian dan maksud dari
perjanjian pengikatan adalah suatu perbuatan hukum
yang dilakukan oleh dua atau lebih dimana masing-
masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk
melakukan satu atau lebih prestasi . Pada umumnya,
PPIB dibuat secara otentik atau dibuat di hadapan
notaris selaku pejabat umum, sebaliknya ada juga
PPIB yang dibuat di bawah tangan. Baik PPIB yang
dibuat secara otentik yang berbentuk akta maupun
yang dibuat di bawah tangan, biasanya sama-sama
menyertakan saksi-saksi yang turut menandatangani
PPIB tersebut. Kenapa PPIB bisa terjadi dan kenapa
para pihak tidak langsung mengadakan jual-beli saja,
yang dapat ditindak lanjuti untuk pengurusan
administrasi selanjutnya, seperti balik nama untuk
sertipikat hak atas tanahnya. Hal ini disebabkan
karena, para pihak membuat PPJB, melakukan hal-
hal dibawah ini :

1. Pembayaran sebagai konsekuensi jual beli belum
bisa dilaksanakan dengan penuh atau lunas.

2. Surat-surat atau dokumen tanah belum lengkap.

3. Obyek atau bidang tanah belum dapat dikuasai
oleh para pihak, pihak penjual ataupun pihak
pembeli, dalam hal ini pemilik asal ataupun
pemilik baru.

4. Besaran obyek jual beli masih dalam

pertimbangan para pihak.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, yang
menjadi alasan kenapa PPIB terjadi. Tetapi, tidak
menutup kemungkinan ada hal-hal lain, yang
menyebabkan PPJB diperjanjikan atau dipilih oleh
para pihak.! Pernyataan setuju atau sepakat oleh
para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli,
dapat berbentuk otentik ataupun di bawah tangan.
Akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan
notaris’ , atau akta yang dibuat di hadapan notaris
(akta partij), yaitu akta yang dibuat di hadapan
notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan
atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap
kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, jual beli
dan sebagainya®. Sedangkan perjanjian di bawah
tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak
itu sendiri dan disaksikan oleh orang-orang yang
dekat ataupun sudah dikenal oleh para pihak. Hal ini
tergantung kepada kesepakatan para pihak dalam
perjanjian pada umumnya, bila kondisi perjanjian
tidak terlalu besar, para pihak hanya membuat
dibawah tangan.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang sering
disebut PPIB adalah, untuk menegaskan kembali
para pihak hasil usulan notaris, hal yang diusulkan
notaris adalah perihal bentuk akta yang bersifat
sementara, yaitu berbentuk perjanjian pengikatan,
notaris sebagai pejabat umum yang menuangkan
kesepakatan dalam bentuk akta tersebut. Sebenar-
nya, tanpa ada kata pengikatan, para pihak sudah
terikat pada suatu perjanjian jual beli. Pengaruh kata
pengikatan untuk lebih meyakinkan para pihak dalam
perjanjian itu saja, karena sekarang ini hampir
semua akta perjanjian jual beli diberi judul PPJB.
Karena PPJB memuat kondisi tertentu dalam
pengikatan®, yakni perjanjian terlebih dahulu untuk

! Hikmahanto Juwana, Kontrak Bisnis Internasional,
Materi Kuliah Magister Hukum, pada Program
Pascasarjana, Universitas Esa Unggul, (Jakarta : tidak
dipublikasikan, 2012), him 1.

2 Ibid., him.

3 Benny Herman, Akta Notaris, (Jakarta
www.Hukumonline edisi 19 Februari 2010), him utama.

* Hendra Tanu Atmaja, Contract Dafting, Materi Kuliah,
Program Magister Hukum, UEU, (Jakarta, tidak
dipublikasikan, 2012), him.3.
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disepakati bersama diantara para pihak dalam
peristiwa hukum tersebut.

PPIJB untuk obyek benda tidak bergerak
biasanya dibuat dengan mencantumkan klausula
pemberian kuasa untuk menjual kepada pihak kedua
sebagai pembeli. Pencantuman klausula kuasa untuk
menjual diberikan dengan pertimbangan apabila hal-
hal pokok dalam PPJB sudah terpenuhi, pihak kedua
selaku pembeli, bisa menjual obyek dalam PPIB itu
kepada dirinya sendiri secara langsung. Bahwa yang
dimaksud pihak pembeli dapat menjual kepada
dirinya sendiri adalah karena sudah mendapat kuasa
untuk menjual dari pihak penjual atau pemilik, pihak
pembeli sudah dapat menjual obyek dalam jual beli
terdahulu kepada pihak manapun, termasuk kepada
dirinya sendiri. Tentunya dengan dibuat akta
berikutnya, misalkan akta jual beli.

PJB adalah kesepakatan antara penjual untuk
menjual properti miliknya kepada pembeli yang
dibuat dengan akta notaris. PIJB bisa dibuat karena
alasan tertentu seperti belum lunasnya pembayaran
harga jual beli dan belum dibayarkannya pajak-pajak
yang timbul karena jual beli. PJB ada dua macam
yaitu PJB lunas dan PIB tidak lunas. PJB lunas dibuat
apabila harga jual beli sudah dibayarkan lunas oleh
pembeli kepada penjual tetapi belum bisa
dilaksanakan AJB, karena antara lain pajak-pajak jual
beli belum dibayarkan, sertifikat masih dalam
pengurusan dan lain-lain.

Dalam pasal-pasal PPIB tersebut dicantumkan
kapan AJB akan dilaksanakan dan persyaratannya. Di
dalam PPIB lunas juga dicantumkan kuasa dari
penjual kepada pembeli untuk menandatangani AJB,
sehingga penandatanganan AJB tidak memerlukan
kehadiran penjual. PPJB lunas umum dilakukan untuk
transaksi atas objek jual beli yang berada diluar
wilayah kerja notaris atau PPAT yang bersangkutan.
Berdasarkan PJB lunas bisa dibuatkan AJB di
hadapan PPAT di tempat lokasi objek berada. PPIB
tidak lunas, dibuat apabila pembayaran harga jual
beli belum lunas diterima oleh penjual. Di dalam
pasal-pasal PJB tidak lunas sekurang-kurangnya
dicantumkan jumlah uang muka yang dibayarkan
pada saat penandatanganan akta PJB, cara atau
termin pembayaran, kapan pelunasan dan sanksi-
sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak
wanprestasi. PJB tidak lunas juga harus
ditindaklanjuti dengan AJB pada saat pelunasan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, saya akan
membahas tentang perbedaan PPJB lunas dengan
PPJB tidak lunas.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis
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normatif. Yuridis normatif, adalah mengidentifikasi
dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial
yang riil dan fungsional dalam system kehidupan
yang mempola® Pendekatan secara yuridis dalam
penelitian ini, adalah pendekatan dari segi peraturan
perundang-undangan dan norma-norma hukum
sesuai dengan permasalahan yang ada, Pendekatan
yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan
menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis
yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma
hukum yang berkaitan. Pendekatan yuridis normatif
adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan
bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan naskah ini. Pendekatan ini dikenal pula
dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan
mempelajari  buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penulisan naskah ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perjanjian

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III
Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang
Perikatan, mempunyai sifat sistem terbuka. Maksud-
nya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek
hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa
saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan,
ketertiban umum dan kesusilaan.

Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum
mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau
dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal
atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain
berhak menuntut pelaksanaan janji itu.® Menurut
Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melakukan
sesuatu.” Menurut Van Dunne® perjanjian adalah
suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,
(Jakarta : Universitas Indonesia Press,

1984), hal 51

®Wirjono Pradjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian,
(Bandung : Bale Bandung, Tahun 1986),

hal 19

7 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta :
Intermasa, 1998), hal 1

8 Galim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih,
Perancangan Kontrak dan Memorandum of
Understanding (Mol), Cetakan Kedua, (Jakarta : PT
Sinar Grafika, 2007), hal 8

Penerbit




berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat
hukum. Sedangkan pengertian Perjanjian dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang
atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang
lain atau lebih.” Dari definisi perjanjian yang
diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian
merupakan suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji atau kesanggupan oleh para
pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk
melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

Syarat sahnya suatu perjanjian

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian
terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi : untuk
sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat :
Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan
untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu,
suatu sebab yang halal.’® Keempat syarat tersebut
merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau
dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat
tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.
Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para
pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikat-
an dinamakan syarat subyektif karena mengenai
orang-orang atau subyek vyang mengadakan
perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu
suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan
syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan
itu.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi salah
satu atau keduanya, maka perjanjian dapat dituntut
pembatalannya. Dalam arti, bahwa salah satu pihak
mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu
dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan
tersebut, adalah salah satu pihak vang dirugikan atau
pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal apabila
syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian
tersebut adalah batal demi hukum. Untuk lebih
jelasnya berikut sedikit penjelasan tentang
keempat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri Syarat ini
merupakan syarat mutlak adanya sebuah
perjanjian, dimana kedua pihak yang
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau
setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari
perjanjian yang dilakukan/ diadakan itu, dan
apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada
perjanjian. Kesepakatan yang dibuat menunjuk-
kan bahwa mereka (orang-orang) Yyang
melakukan perjanjian, sebagai subyek hukum

% R.Subekti, R Tjitrosudibio, Op.cit, hal 338
10 1hid, hal 339
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tersebut mempunyai kesepakatan (kebebasan)
yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta
tidak boleh adanya unsur paksaan. Apabila
subyek hukum tersebut tidak bebas dalam
membuat suatu perjanjian yang disebabkan
adanya unsur paksaan (adwang), unsur kekeliruan
(awaling), atau unsur penipuan, kecuali paksaan
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut
dapat dituntut untuk dibatalkan. Pengertian
paksaan yang terjadi, dapat berupa paksaan
badan, ataupun paksaan jiwa, kecuali paksaan
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti paksaan yang
terjadi sebagai akibat terjadinya kelalaian atau
wanprestasi dan satu pihak kemudian melakukan
penggugatan ke muka pengadilan dan sebagai
akibatnya pengadilan memaksa untuk memenuhi
prestasi.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian
menjadi batal jika terdapat paksaan terdapat
dalam Pasal 1323 Kitab Undangundang Hukum
Perdata (KUHPer) yang berbunyi : paksaan yang
dilakukan terhadap orang yang membuat suatu
perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya
perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan
oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan
siapa perjanjian tersebut telah tidak dibuat, serta
ketentuan dalam Pasal 1325 Kitab Undangundang
Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi
paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian
tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu
pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga
apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami
atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas
maupun kebawah.!!

Mengenai kekeliruan dapat terjadi terhadap
orang maupun benda, sedangkan yang dimaksud
dengan penipuan ialah apabila salah satu pihak
dengan sengaja memberikan hal atau sesuatu
yang tidak benar, atau dengan akal cerdik
sehingga orang menjadi tertipu. Dan apabila
penipuan dilakukan maka perjanjian yang dibuat
dapat batal. Sesuai dengan Pasal 1328 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)11
yang berbunyi penipuan merupakan suatu
alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila
tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak,
adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata
bahwa pihak yang lain tidak telah membuat
perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat
tersebut.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan,

11 Ibid, hal 340
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mengandung makna bahwa pihak-pihak yang
membuat perjanjian/perikatan tersebut merupa-
kan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai
pihak yang dianggap cakap oleh atau menurut
hukum, sehingga perbuatannya dapat dipertang-
gungjawabkan sesuai hukum pula.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPer), hanya diterangkan tentang mereka/

pihak-pihak yang oleh hukum dianggap tidak

cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Sehingga pihak diluar yang tidak cakap tersebut

dianggap cakap untuk melakukan perbutan

hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

1329 KUHPer yang berbunyi : setiap orang adalah

cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia

oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak
cakap. Pihak yang tidak cakap untuk melakukan
perbuatan hukum diatur dalam Pasal 1330 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang

berbunyi “tak cakap unuk membuat suatu

perjanjian adalah” :

1) Orang-orang vyang belum dewasa Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
menentukan bahwa mereka yang belum
mencapai umur genap 21 tahun dan tidak
pernah kawin

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
menurut Pasal 1331 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPer) adalah setiap orang
dewasa yang selalu berada dalam keadaan
dungu, sakit otak atau mata gelap, walaupun
ia kadang-kadang cakap mempergunakan
pikirannya. Disamping itu orang-orang dewasa
yang mempunyai sifat pemboros dapat juga
ditaruh dibawah pengampuan.

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang
diterapkan oleh undang-undang, dan pada
umumnya semua orang kepada siapa undang-
undang telah melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu. Menurut Pasal 108 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
perempuan yang telah bersuami dianggap
tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian,
kecuali jika ia didampingi atau diberi izin
tertulis dari suaminya. Sedangkan pada Pasal
109 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPer) menentukan pengecualian dari pasal
108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPer), yaitu bahwa istri dianggap telah
memperoleh izin atau bantuan dari suami
dalam hal membuat perjanjian untuk
keperluan rumah tangga sehari-hari atau
sebagai pengusaha membuat perjanjian kerja,
asalkan untuk keperluan rumah tangga.

Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas...
(Dewi Kurnia Putri)

Namun demikian semua ketentuan-ketentuan
tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi
dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1969, serta
dengan diundangkannya Undang-Undang
Perkawinan No. | Tahun 1974, di mana dalam
Pasal 31 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa
kedudukan suami dan istri adalah sama atau
seimbang dan masing-masing pihak berhak
untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu Hal Tertentu, Maksud dari kata suatu hal
tertentu pada persyaratan sahnya suatu
perjanjian adalah obyek dari pada perjanjian.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPer) ditentukan bahwa objek perjanjian
tersebut haruslah merupakan barang-barang
yang dapat ditentukan nilainya atau dapat
diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPer) vyang bebunyi : "Suatu
perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang
yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah
menjadi halangan bahwa jumlah itu barang tidak
tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat
ditentukan atau dihitung.

d. Suatu Sebab Yang Halal, Pengertian dari suatu
sebab yang halal yaitu bahwa isi dari perjanjian
tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban
umum. Misalnya: seseorang mengadakan tran-
saksi jual-beli senjata api tanpa dilindungi oleh
surat-surat yang sah dalam hal pemilikan senjata
api, maka perjanjian yang dilakukan adalah batal,
karena tidak memenuhi syarat mengenai suatu
sebab yang halal yaitu prestasi yang dilakukan
telah melanggar undang-undang tentang pemilik-
an senjata api. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPer): "Suatu per-
janjian tanpa sebab (causal), atau telah dibuat
karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,
tidak mempunyai kekuatan." Sedangkan Pasal
1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPer), menegaskan bahwa jika tidak
dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu
sebab yang halal ataupun ada sesuatu sebab lain
dari pada yang dinyatakan perjanjiannya namun
demikian adalah sah.

Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian
adalah :

a. Ada pihak yang saling berjaniji;

b. Ada Persetujuan;

¢. Ada tujuan yang hendak di capai;

d. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau
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kewajiban untuk melaksanakan objek perjanjian;
e. Ada bentuk tertentu ( lisan atau tertulis);
f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari
perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta
syarat tambahan atau pelengkap.

Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa
asas mengenai perjanjian. Asas-asas tersebut
adalah:

a. Asas konsensualisme, Asas konsensualisme
adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada)
sejak saat tercapainya kata sepakat antara para
pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan sudah
sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat
tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai
pokok perikatan.’> Sesuai Pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer),
dinyatakan bahwa syarat sahnya sebuah
perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.
Maksudnya bahwa perikatan pada umumnya
tidak diadakan secara formal, tetapi cukup
dengan adanya kesepakatan para pihak.

Kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam
bentuk lisan maupun tulisan sebagai alat bukti.

Sehubungan dengan kata sepakat, maka dalam

iimu hukum ditemukan tiga teori kata sepakat

yaitu:*®

1) Teori Kehendak (Willstheorie) Menurut teori ini
bahwa kehendak para pihak telah bertemu
dan mengikat, maka telah terjadi suatu
perjanjian.

2) Teori Pernyataan (uftingstheorie) Menurut teori
ini dinyatakan bahwa apa yang dinyatakan
oleh seseorang dapat dipegang sebagai suatu
perjanjian. Jadi tidak perlu dibuktikan apakah
pernyataannya sesuai dengan kehendaknya
ataukah tidak. Karena itu, dengan pernyataan
dari seseorang, maka telah ada suatu
konsensus. Teori ini merupakan kebalikan dari
teori kehendak.

3) Teori  Kepercayaan  (Vertrauwenstheorie)
Menurut teori ini apa yang secara wajar dapat
dipercaya dari seseorang manusia yang wajar,
dapat dipegang sebagai suatu persetujuan.
Dengan demikian apa yang secara wajar
dapat dipercaya dari seseorang akan
menimbulkan kata sepakat.

12 salim, HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),
Cetakan I (Jakarta : PT Sinar Grafika,

2001), hal 157

13 13 1. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir
dari Perjanjian, (Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 1995), hal.195-21
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b. Asas kebebasan berkontrak berkontrak'®, adalah
salah satu asas yang sangat penting dalam
hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan
perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak
asasi manusia. Salim HS' menyatakan, bahwa
asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas
yang memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk : Membuat atau tidak membuat perjanjian;
Mengadakan perjanjian dengan  siapapun;
Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan
persyaratannya; Menentukan bentuknya
perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Sedangkan
Abdulkadir Muhammad berpendapat, kebebasan
berkontrak dibatasi dalam :'°
1) Tidak dilarang oleh undang-undang;

2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

c. Asas Pacta Sunt Servada'

Asas Pacta Sunt Servada berkaitan dengan akibat
dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan
dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini
dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang
menyebutkan : semua persetujuan yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.

Lahirnya Perjanjian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPer), dikenal adanya asas konsensualisme
sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa
untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan
sepakat saja dan perjanjian sudah dilahirkan pada
saat atau detik tercapainya konsensus tersebut, dan
pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan
mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang
terkemudian atau yang sebelumnya. Menurut para
ahli hukum, azas tersebut harus disempurnakan dari
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPer), yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan dari Pasal
1338 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPer). Karena Pasal 1338 (1) yang berbunyi :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Jadi bilamana sudah tercapai kata
sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian,
maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah
perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-

“Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Kompilasi Hukum
Perikatan, (Bandung : PT Cira Aditya

Bakti, 2001), hal 84

15 salim, HS., Pengantar Hukum..Op.cit, hal 158

16 Abdulkadir Muhammad, Abdulkadir Muhammad,
Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya

Bhakti, 1990), hal 84

17 1bid, hal 158
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undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun ada perjanjian-perjanjian yang lahirnya
tidak cukup hanya dengan adanya sepakat saja,
tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau
suatu perbuatan yang nyata.’* Dan perjanjian-
perjanjian "formal" atau perjanjian-perjanjian ril, itu
adalah pengecualian. Perjanjian formal contohnya
adalah perjanjian "perdamaian" yang menurut Pasal
1851 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPer) harus diadakan secara tertulis (kalau tidak
maka tidak sah). Sedangkan untuk perjanjian riil
adalah misalnya perjanjian “'Pinjam pakai" yang
menurut Pasal 1740 Kitab Undangundang Hukum
Perdata  (KUHPer) baru tercipta  dengan
diserahkannya barang yang menjadi objeknya atau
perjanjian "Penitipan" yang menurut Pasal 1694 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) baru
terjadi dengan diserahkannya barang yang dititipkan.
Selain kesepakatan untuk lahirnya perjanjian juga
haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu
persesuaian kehendak antara kedua belah pihak.

Apabila kedua kehendak itu berselisih, tak
dapatlah lahirnya suatu perjanjian®® Jadi kesepakatan
berarti persesuaian kehendak. Kehendak atau
keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau
keinginan yang disimpan di dalam hati, tidak
mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak
mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk
melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak
ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan, ia
dapat dicapai pula dengan memberikan tanda apa
saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu baik
oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak
yang menawarkan maupun oleh pihak yang
menerima penawaran. Dengan demikian maka yang
akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya
persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-
pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah
pihak.

Undang-undang  berpangkal pada azas
konsensualisme, namun untuk menilai apakah telah
tercapai konsensus ini adalah maha penting karena
merupakan saat lahirnya perjanjian yang mengikat
laksana suatu undang-undang, kita terpaksa berpijak
pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan
oleh kedua belah pihak, dan pernyataan itu
sebaiknya dibuat dalam tulisan untuk mendapatan
kepastian hukum dalam pembuktiannya.

Berakhirnya suatu perjanjian
Dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang

18 R, Subekti, Hukum Perjanjian,Op.Cit, hal 4
19 1bid, hal 26

Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas...
(Dewi Kurnia Putri)

Hukum Perdata (KUHPer) vyang disebutkan

“perikatan-perikatan hapus :

a. Karena Pembayaran
Pembayaran merupakan bentuk pelunasan dan
suatu perjanjian, atau perjanjian berakhir dengan
adanya pembayaran sejumlah uang, atau
penyerahan benda. Dengan dilakukannya pemba-
yaran, pada umumnva perikatan/ perjanjian
menjadi hapus akan tetapi ada kalanya bahwa
perikatannya tetap ada dan pihak ketiga
menggantikan kreditur semula.

Pembayaran dalam hal ini harus dilakukan
oleh si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang
yang dikuasakan olehnya atau juga kepada
seorang yang dikuasakan oleh Hakim atau
undang-undang untuk menerima pembayaran
bagi si berpiutang.

b. Karena Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh
Penyimpanan Atau Penitipan Barang Ini
merupakan salah satu cara jika si berpiutang tidak
ingin dibayar secara tunai terhadap piutang yang
dimilikinya. Dengan sistem ini barang yang
hendak dibayarkan itu diantarkan kepada si
berpiutang. Selanjutnya penawaran tersebut
harus dilakukan secara resmi, misalnya dilakukan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Maksudnya
adalah agar si berpiutang dianggap telah dibayar
secara sah atau siberutang telah membayar
secara sah.

Supaya pembayaran itu sah maka diperlukan
untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : %
1) Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya;

2) Dilakukan oleh debitur yang berwenang
membayar;

3) Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya
yang telahditetapkan;

4) Waktu yang ditetapkan telah tiba;

5) Syarat yang mana hutang dibuat telah
dipenubhi;

6) Penawaran pembayaran dilakukan ditempat
yang telah ditetapkan atau ditempat yang
telah disetujui;

7) Penawaran pembayaran dilakukan oleh Notaris
atau juru sita, disertai oleh 2 orang saksi

¢. Karena pembaharuan Utang Pembaharuan hutang,
adalah suatu persetujuan yang menyebabkan
hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang
bersamaan timbul perikatan lainnya yang
ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula,
maksudnya bahwa pembaharuan hutang ini
terjadi dengan jalan mengganti hutang lama

20 Surajiman, Perjanjian Bernama, (Jakarta : Pusbakum,
2001), hal 22




dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur

baru atau kreditur lama dengan kreditur baru.

Pembaharuan utang ada tiga macam yaitu :

1) Pembaharuan hutang yang obyektif, yaitu
mengganti atau merubah isi dari pada
perikatan. Penggantian perikatan ini terjadi
jika kewajiban debitur atas suatu prestasi
tertentu diganti oleh prestasi lain.

2) Pembaharuan hutang yang subyektif pasif,
yaitu mengubah sebab dari pada perikatan.
Misalnva ganti rugi atas dasar perbuatan
melawan hukum.

3) Pembaharuan hutang yang subyektif aktif,
yaitu selalu merupakan persetujuan segitiga,
karena debitur perlu mengikatkan dirinya
dengan kreditur baru.

d. Karena Perjumpaan Utang Perjumpaan utang ada,

apabila utang piutang debitur dan kreditur secara

timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan

perhitungan ini utang piutang lama berakhir.

Adapun syarat suatu utang supaya dapat

diperjumpakan vyaitu :

1) Berupa sejumlah uang atau benda yang dapat
dihabiskan dari jenis kualitas yang sama;

2) Hutang itu harus sudah dapat ditagih;

3) Hutang iu ditaksir dapat ditentukan atau
ditetapkan jumlahnya. Dalam Pasal 1425
KUHPerdata diterangkan, "Jika kedua orang
saling berutang satu pada yang lain, maka
terjadilah antara mereka suatu perjumpaan,
dengan mana hutang-hutang antara kedua
orang tersebut, dihapuskan.

. Karena Percampuran Utang
Menurut Pasal 1436 KUHPerdata percampuran
hutang terjadi apabila kedudukan seorang yang
berpiutang (kreditur) dan orang yang berhutang
(debitur) itu menjadi satu, maka menurut hukum
terjadilah percampuran hutang. Dengan adanya
percampuran itu, maka segala hutang piutang
tersebut dihapuskan. Misalnva : si debitur kawin
dengan krediturnva dalam suatu persatuan harta
kawin, maka dapat terjadi percampuran diantara
mereka.

Karena Pembebasan Hutang Pembebasan hutang

adalah perbuatan hukum dimana si kreditur

melepaskan haknya untuk menagih piutangnya
dari si debitur. Pembebasan hutang ini dapat
terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan
tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan
melepaskan haknya atas pembayaran atau
pemenuhan perjanjian, dengan pembebasan ini
perjanjian menjadi berakhir. Pasal 1439 KUH
Perdata menerangkan bahwa jika si berpiutang
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pembebasan maka hal ini tidak dapat dipindah
alihkan kepada hak milik.

g. Karena Musnahnya Barang Yang Terhutang Bila

obyek yang diperjanjikan adalah merupakan
barang tertentu dan barang tersebut musnah,
maka tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang
sama sekali, maka apa yang telah diperjanjikan
adalah hapus/berakhir. Bahkan seandainya
debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misal :
terlambat), maka iapun akan bebas dari perikatan
bila la dapat membuktikan bahwa hapusnya
barang itu disebabkan oleh suatu kejadian yang
diluar kekuasaannya dan barang tersebut juga
akan menemui nasib yang, sama meskipun sudah
berada ditangan kreditur.

. Karena Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Menurut Subekti meskipun disebutkan batal dan

pembatalan, tetapi yang benar adalah

pembatalan.! Sesuai dengan ketentuan pasal

1446 KUHPerdata bahwa ketentuan-ketentuan

disini semuanya mengenai pembatalan meminta

pembatalan perjanjian karena kekurangan syarat
subyektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Secara aktif menurut pembatalan perjanjian
yang demikian didepan hakim;

2) Secara pembelaan yaitu menunggu sampai
digugat didepan hakim untuk memenuhi
perjanjian dan disitulah baru mengajukan
kekurangannya  perjanjian  itu®>  Untuk
penuntutan secara  aktif = sebagaimana
disebutkan di atas undang-undang
mengadakan suatu batas waktu yaitu 5 (lima)
tahun, yang mana penjelasan ini tercantum
dalam pasal 1454 KUHPerdata, sedangkan
untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak
diadakan pembatalan waktu itu. Penuntutan
pembatalan tidak akan diterima oleh Hakim,
jika ternyata sudah ada "Penerimaan baik- dari
pihak yang dirugikan, karena seorang yang
sudah menerima baik suatu kekurangan atau
suatu perbuatan yang merugikan baginya,
dapat dianggap telah melepaskan haknya
untuk meminta pembatalan.

Karena Berlakunya Suatu Syarat,Batal Syarat
batal dalam Pasal 1265 KUHPerdata adalah suatu
syarat yang apabila dipenuhi menghentikan
perjanjian dan membawa segala sesuatu, kembali
pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah
terjadi suatu perjanjian. Dengan demikian apabila
peristiwa itu benar-benar terjadi, maka si
berhutang wajib mengembalikan apa yang
diterimanya.

dengan sukarela membebaskan segala hutang-
hutangnya si berhutang. Dengan adanya suatu

2L R, Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., hal 49
22 1bid, hlm 75-76
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j. Karena Lewat Waktu atau Kadaluarsa Lewat
waktu atau kadaluarsa dalam Pasal 1946
KUHPerdata diartikan sebagai suatu upaya untuk
memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari
suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu
tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan
oleh undang-undang. Mengenai lewatnya waktu
untuk dapat dikatakan kadaluarsa, dapat dilihat
pada Pasal 1967 KUHPerdata yang menerangkan
sebagai berikut, segala tuntutan hukum baik yang
bersifat kebendaan, maupun yang bersifat
perseorangan, hapus karena kadaluarsa dengan
lewatnya waktu tiga puluh tahun.

Pengertian Akta
Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa
Belanda disebut “acte/akta” dan dalam Bahasa

Inggris disebut “act/deed”, pada umumnya
mempunyai dua arti yaitu :
a. Perbuatan (handeling)/perbuatan hukum

(rechtshandeling); itulah pengertian yang luas,
dan ;

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan
sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu
berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian
sesuatu®®. Sedang menurut R.Subekti dan
Tjitrosoedibio mengatakan, bahwa kata “acta”
merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang
berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-
perbuatan.”* A. Pitdlo mengartikan akta, adalah
surat yang ditandatangani, diperbuat untuk
dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan
oleh orang, untuk keperlusan siapa surat itu
dibuat.?® Sudikno Mertokusumo mengatakan akta
adalah surat yang diberi tandatangan, yang
memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar
daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat
sejak  semula dengan  sengaja  untuk
pembuktian.?

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

maka akta dapat dibedakan atas :

a. Akta Otentik

2 Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang,
Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di

Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991),hal 50
2R.Subekti dan R. Tiitrosoedibio, Kamus Hukum,
(Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1980), hal 9

% A, Pittlo, Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan M.
Isa Arif, (Jakarta : PT Intermasa, 1978),

hal 29

% sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di
Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1979), hal

106

Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas...
(Dewi Kurnia Putri)

1) Pengertian Akta Otentik Definisi mengenai akta
otentik dengan jelas dapat dilihat di dalam Pasal
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi : * Suatu Akta Otentik ialah suatu akta
yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-undang di buat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu
ditempat dimana akta dibuatnya.” Berdasarkan
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tersebut di atas dapatlah dilihat bentuk dari akta
ditentukan oleh Undang-undang dan harus dibuat
oleh atau dihadapan Pegawai yang berwenang.
Pegawai yang berwenang yang dimaksud disini
antara lain adalah Notaris, hal ini didasarkan pada
Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 1 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan
bahwa Notaris adalah Pejabat Umum vyang
berwenang untuk membuat akta otentik dan
berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam
Undang-undang ini.

2) Syarat-syarat Akta Otentik Otentisitas dari akta
Notaris didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-
undang nomor 1 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, dimana disebut Notaris adalah pejabat
umum; dan apabila suatu akta hendak
memperoleh stempel otentisitas seperti yang
disyaratkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, maka akta vyang
bersangkutan harus memenuhi persyaratan-
persyaratan berikut :

a). Akta itu harus dibuat * oleh ™ (door) atau *
dihadapan " (ten overstaan) seorang pejabat
umum;

b). akta itu harus dibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh Undang-undang;

). Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta
itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk
membuat akta itu.

Jadi suatu akta dapat dikatakan otentik bukan

karena penetapan Undang-undang, tetapi karena

dibuat oleh-atau dihadapan seorang pejabat
umum dengan memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata.

b. Akta di bawah tangan
Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja
dibuat oleh para pihak untuk pembukitian tanpa
bantuan dari seorang pejabat pembuat akta,
dengan kata lain Akta dibawah tangan adalah
akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai
alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di
hadapan Pejabat Umum Pembuat Akta.”’ Suatu

27 Vjictor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang,,
Op.cit, hal 60




akta yang dibuat di bawah tangan baru
mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga,
antara lain apabila dibubuhi suatu pernyataan
yang bertanggal dari seorang Notaris atau
seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-
undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874
dan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Pernyataan tertanggal ini lebih lazimnya
disebut Legalisasi dan Waarmerking.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Perjanjian pengikatan jual beli sebenarnya
tidak ada perbedaan dengan perjanjian pada
umunya. Hanya saja perjanjian pengikatan jual beli
merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat
terbuka dari Buku IIT Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPer), yang memberikan kebebasan
yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan
berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar
peraturan perundang-undangan, ketertiban umum
dan kesusilaan. Perjanjian pengikatan jual beli lahir
sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya
beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-
undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas
tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian
transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan
tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang-
undangan yang ada dan ada pula yang timbul
sebagai kesepakatan para pihak yang akan
melakukan jual beli hak atas tanah.

Persyaratan yang timbul dari undang-undang
misalnya jual beli harus telah lunas baru Akta Jual
Beli (AJB) dapat di tandatangani. Pada umumnya
persyaratan yang sering timbul adalah persyaratan
yang lahir dari kesepakatan para pihak yang akan
jual beli, misalnya pada waktu akan melakukan jual
beli, pihak pembeli menginginkan adanya sertifikat
hak atas tanah yang akan dibelinya sedangkan hak
atas tanah yang akan dijual belum mempunyai
sertifikat, dan dilain sisi, misalnya pihak pembeli
belum mampu untuk membayar semua biaya hak
atas tanah secara lunas, sehingga baru dibayar
setengah dari harga yang disepakati. Dengan
keadaan di atas tentunya akan menghambat untuk
pembuatan akta jual belinya, karena pejabat
pembuat akta tanah akan menolak untuk
membuatkan akta jual belinya karena belum
selesainya semua persyaratan tersebut Untuk tetap
dapat melakukan jual beli maka para pihak sepakat
bahwa jual beli akan dilakukan setelah sertifikat
selesai di urus, atau setelah harga dibayar lunas dan
sebagainya. Untuk menjaga agar kesepakatan itu
terlaksana dengan baik sementara persyaratan yang
diminta bisa di urus maka biasanya pihak yang akan
melakukan jual-beli menuangkan kesepakatan awal
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tersebut dalam bentuk perjanjian yang kemudian
dikenal dengan nama perjanjian pengikatan jual beli.

Pengertian Perjanjian pengikatan jual beli

Pengertian Perjanjian pengikatan jual beli
dapat kita lihat dengan cara memisahkan kata dari
Perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian
dan pengikatan jual beli. Perjanjian pengertiannya
dapat dilihat pada sub bab sebelumnya, sedangkan
Pengikatan Jual Beli pengertiannya menurut R.
Subekti dalam bukunya adalah perjanjian antar pihak
penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya
jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus
dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah
sertifikat belum ada karena masih dalam proses,
belum terjadinya pelunasan harga.?®

Sedang menurut Herlien Budiono, perjanjian
pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang
berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang
bentuknya bebas.? Dari pengertian yang diterangkan
di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian
perjanjian pengikatan jual beli merupakan sebuah
penjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum
dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian
pokoknya.

Sebagaimana telah diterangkan tentang
pengertiannya, maka kedudukan perjanjian pengikat-
an jual beli yang sebagai perjanjian pendahuluan
maka perjanjian pengikatan jual beli berfungsi untuk
mempersiapkan atau bahkan memperkuat perjanjian
utama/pokok yang akan dilakukan, karena perjanjian
pengikatan jual beli merupakan awal untuk lahirnya
perjanjian pokoknya. Hal yang sama juga
diungkapkan oleh Herlien Budiono® yang menyata-
kan perjanjian bantuan berfungsi dan mempunyai
tujuan untuk mempersiapkan, menegaskan,memper-
kuat, mengatur, mengubah atau menyelesaikan
suatu hubungan hukum. Dengan demikian jelas
bahwa perjanjian pengikatan jual beli berfungsi
sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan
yang memberikan penegasan untuk melakukan
perjanjian utamanya, serta menyelesaikan suatu
hubungan hukum apabila hal-hal yang telah
disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli telah
dilaksanakan seutuhnya.

Isi perjanjian pengikatan jual beli

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli yang
merupakan perjanjian pendahuluan untuk lahirnya
perjanjian pokok/utama biasanya adalah berupa

28 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit hal.75

2% Herlien Budiono, artikel "Pengikat Jual Beli Dan Kuasa
Mutlak” Majalah Renvoi, edisi tahun I, No 10, Bulan
Maret 2004, hal 57

301bid, hal 56-57
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janji-janji dari para pihak yang mengandung
ketentuan tentang syarat-syarat yang disepakati
untuk sahnya melakukan perjanjian utamanya.
Misalnya dalam perjanjian pengikatan jual beli hak
atas tanah, dalam perjanjian pengikatan jual belinya
biasanya berisi janji-janji baik dari pihak penjual hak
atas tanah maupun pihak pembelinya tentang
pemenuhan terhadap syarat-syarat dalam perjanjian
jual beli agar perjanjian utamanya yaitu perjanjian
jual beli dan akta jual beli dapat ditanda tangani di
hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) seperti
janji untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah
sebelum jual beli dilakukan sebagiman diminta pihak
pembeli, atau janji untuk segera melakukan
pembayaran oleh pembeli sebagai syarat dari penjual
sehingga akta jual beli dapat di tandatangani di
hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Selain janji-janji biasanya dalam perjanjian
pengikatan jual beli juga dicantumkan tentang hak
memberikan kuasa kepada pihak pembeli. Hal ini
terjadi apabila pihak penjual berhalangan untuk hadir
dalam melakukan penadatanganan akta jual beli di
hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), baik
karena lokasi yang jauh, atau karena ada halangan
dan sebagainya. Dan pemberian kuasa tersebut
biasanya baru berlaku setelah semua syarat untuk
melakukan jual beli hak atas tanah di pejabat
pembuat akta tanah (PPAT) telah terpenuhi.

Bentuk perjanjian pengikatan jual beli

Sebagai perjanjian yang lahir karena kebutuhan
dan tidak diatur secara tegas dalam bentuk
peraturan perundang-undangan maka perjanjian
pengikatan jual beli tidak mempunyai bentuk
tertentu. Hal ini sesuai juga dengan pendapat dari
Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli
adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai
perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas.*!

PPJB merupakan salah satu bentuk perjanjian
yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang No 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
serta Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No 9
tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli
sebagai lex specialis, dan jika dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (lex generalis) maka PPJB memenuhi
unsur-unsur sebagai suatu perjanjian, yang dapat
menimbulkan perikatan yang bersumber dari
perjanjian. Meskipun PP]B tidak diatur dalam Kitab
Undang-Undang.

Hukum Perdata, akan tetapi PPIB tersebut sah
sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

31 1bid, hal 57
32 1bid., him.30.

Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas...
(Dewi Kurnia Putri)

Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;

Tidak dilarang oleh Undang-undang;

Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan
dengan itikad baik.

Perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan
ataupun tertulis, apabila dibuat secara tertulis maka
perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat
bukti apabila terjadi perselisihan. Suatu perjanjian
memerlukan suatu komitmen sehingga secara moral
komitmen itu harus dilaksanakan, padahal tanpa
suatu komitmen tersebut, tidak ada kewajiban moral
untuk melaksanakan kewajiban yang bersangkutan.®
Asas (principle) adalah sesuatu yang dapat dijadikan
sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan,
sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk
mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.
Maka untuk memperkuat kepastian dan jaminan
hukum bagi para pihak, akan lebih baik apabila suatu

PN

perjanjian dibuat secara tertulis.

Perbedaan pengikatan perjanjian jual beli
lunas dengan pengikatan perjanjian jual beli
tidak lunas

Ppijb lunas

Ppjb tidak lunas

Didalam pengikatan jual
beli lunas harus
mencantumkan adanya
klausula kuasa;

Pembeli harus
mendapatkan kuasa yang
sifatnya MUTLAK untuk
menjamin
terlaksanakannya hak
pembeli dalam transaksi
jual beli tersebut dan tidak
akan berakhir karena
sebab-sebab apapun.

“pengikatan jual beli ini
tidak akan batal karena
meninggalnya salah satu
pihak, akan tetapi
menurun dan berlaku terus
bagi para ahli waris atau
penerima hak tersebut,
wajib memenuhi segala
ketentuan yang diatur
dalam akta pengikatan jual
beli ini, hingga tercapainya
maksud dan tujuan dari
dibuatnya akta pegikatan
jual beli ini.

pengikatan jual beli
belum lunas didalam
akta pengikat jual beli
yang belum lunas,
didalam akta
pengikatan jual beli
belum lunas tersebut,
dicantumkan solusi
apabila jual beli
tersebut sampa batal
ditengah jalan.
Misalnya pembeli batal
membeli atau
terlambat dalam
melunasi sesuai jangka
waktu yang telah
ditentukan oleh kedua
belah pihak.

3 Ibid., him.11.




PENUTUP
Kesimpulan

PJB adalah kesepakatan antara penjual untuk
menjual properti miliknya kepada pembeli yang
dibuat dengan akta notaris. PJB bisa dibuat karena
alasan tertentu seperti belum lunasnya pembayaran
harga jual beli dan belum dibayarkannya pajak-pajak
yang timbul karena jual beli. PJB ada dua macam
yaitu PJB lunas dan PIB tidak lunas. PJB lunas dibuat
apabila harga jual beli sudah dibayarkan lunas oleh
pembeli kepada penjual tetapi belum bisa
dilaksanakan AJB, karena antara lain pajak-pajak jual
beli belum dibayarkan, sertifikat masih dalam
pengurusan dan lain-lain. Dalam pasal-pasal PJB
tersebut dicantumkan kapan AJB akan dilaksanakan
dan persyaratannya.

Di dalam PJB lunas juga dicantumkan kuasa dari
penjual kepada pembeli untuk menandatangani AJB,
sehingga penandatanganan AJB tidak memerlukan
kehadiran penjual. PJB lunas umum dilakukan untuk
transaksi atas objek jual beli yang berada diluar
wilayah kerja notaris atau PPAT yang bersangkutan.
Berdasarkan PJB lunas bisa dibuatkan AJB di
hadapan PPAT di tempat lokasi objek berada. PIB
tidak lunas, dibuat apabila pembayaran harga jual
beli belum lunas diterima oleh penjual. Di dalam
pasal-pasal PJB tidak lunas sekurang-kurangnya
dicantumkan jumlah uang muka yang dibayarkan
pada saat penandatanganan akta PJB, cara atau
termin pembayaran, kapan pelunasan dan sanksi-
sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak
wanprestasi. PJB tidak lunas juga harus
ditindaklanjuti dengan AJB pada saat pelunasan.

Saran

Dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan
Jual Beli, notaris hendaknya memasukkan klausa-
klausa yang lengkap dan jelas agar mampu
memberikan perlindungan hukum bagi calon penjual
dan calon pembeli. Bagi masyarakat, hendaknya
tidak menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli sebagai upaya untuk menghindari pajak karena
dapat merugikan negara. Bagi pemerintah, sebaiknya
mampu memberikan pengaturan yang lebih jelas
mengenai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam
hukum positif di Indonesia.
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